PUTUSAN
Nomor 1858/Pdt. G/2016/PA Tmk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiii
perkara tertertu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

_ umur 24 tashun, agama Islam, pekearjaan
ibu Rumah Tangga, pendidkan 03, tempat kediaman di
Sindangreret RT.01 RW. 05 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya, daiam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada SAHAL AYNAN, 5H., Advokat ! Penasehat
. Hukum yang berkantor di JI. Asrama Nyantong, Gang Pemuda
| Na. 82 Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang,
Kota Tasikmalaya berdasarkan surai Kuasa khusus tanggal 26
Nopember 2016 yang telah digaftar dalam Register Kuasa
Nomor 2084/Reg K/Z016/FATmk. tanggal 13 Desember
2018, sebagai Penggugat;
malawan
_, umur 24 tahun, agama lstam,
pekerjaan  Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Nagarasari RT.01 RW. 02 Kelurahan Tamanjaya
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat,
Pengaditan Agama tersebut,
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serts memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2016
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengaditan Agama rota Tasikmalaya dengan Maomor
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1868/PdLGR2016/FPA. TmE, tanggal 13 Desember 2016, dengan dalii-oaiil

sebagat berikut:

|I. Batwa pada tanggal 29 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung kota Tasikmaiaya {Kutipan
Akta Nikan Nomor ; 536/63/X/2009 tanggal 28 Oktober 2008) Kutipan Akia
Nikah Nomor ; §36/63/Xf2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di tempat kediaman bersama /di rumah orang tua Penggugat /
Tergugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana [ayaknya suami istri narmun befum dikaruniai
keturunar ;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat derngan
Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisinan dan pertengkaran karena

' antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian di dalam
membina rumah tangga; Tergugat tidak mampu memberikan nafkah wajib
{ekenomi) kepada Penggugat;

4, Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terpisah
dan tidak pernah berkumpul kembali Penggugat dan Tergugat berpisah
termnpat tinggal selama Kurang letih dua tahun lamanya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesatkan kemelut rumah
tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keiuarga, tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa gtas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup fagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabita rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada
maslahatnya ;

Berdasarkan alasar/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat tetah memenuhi

alasan perceraian sebagaimana diatur datam pasal 19 huruf {f) PP No. 8 Tahun

1675 jo. pasal 116 huruf (/) Kompilasi Hukum Isiarm, maka Penggugat mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara

ini, setanjutnya menjatuhkan putusan yang amarmya berbunyi .
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatunkan talak satu ba'in sughro Tergugat |GG

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lzin mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa dalam perkara ague, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum SAHAL AYNAN, 3H. Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Ji. Asrama Nyantong, Gang Pemuda No. 82 Rt 02 Rw,
07 Kelurahan Kghuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mopember 2016, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
2084/Req. K/2016/PA. Tmk, tanggal 13 Desember 20186;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTFA) yang
bersangkutan,

Bahwa pada han sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagal wakilfkuasa hukumnya meskipun tetah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1858/PdL.G/2016/PA TmK tanggal 22
Desember 2016 dan 05 Januari 2017  yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak termyata bahwa tidak dalangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah,

Bahwa majelis hakim tefah menasehall Penggugat metalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya uniuk bercerat dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya  dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat  gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat teiah
mengajukan alat-zlat bukti berupa:
A Surat:

tPenggugaty Nomor - || G Tangge! 6 September

2012 yang dikeluarkan oleh ¥antor Pemerintah Kota Tasikmalaya,
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

b. Fotokapi Kutipan Akta Nikah Nomor - B38/63/02008 Tanggal 28
Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cihideung kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut tefah
dibert meterai cukup dan telah dicocckkan dengan asiinya yang
ternyata sesuai, 'alu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2,

B. Saksi:

1. — umur B3 tahun, agama Isfam, pekerjaan
Pumawirawan TN|, tempat kediaman di Kp. Sindangreret Rt. 01 Rw. 05
Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Xota Tasikmalaya,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung FPenggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tahun 2009,

- Bahwa, saksi mengetzhui antara Penggugat dan Tergugat namun
bejum dikaruniai keturunan

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awainya rukun dan harmonis, skan tetapi kurang
lebih sejak sejak tahun 2014, sudah tidak rukun {agi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah dilihat dan { didengar fangsung sebanyak 3 kali ;

- Bahwa, saksi mengetahui vang menjadi penyebab Kketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalah ekonomi, Tergugat fidak mempuntai pekerjaan
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yang tetap, Tergugat kurang member nafkah kepada Penggugat,
sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudan
pisah rumah sejak 2 tahun yang lale sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukinkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-  Bzahwa, saksi mealihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertabankan, sulit dipertabankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2 I v 46 tahun, agama [slam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Sindangreret Rt 01 Rw. 05

Kelurahan Tamanjaya Wecamatan Tamansan Xota Tasikmalaya,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isten yang sah,

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
namun belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudan tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak awal tahun 2014 yang mengakibatkan antara
Panggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang
lali sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagh,

-  Bahwa, persefisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut sering dilibat dan / didengar langsung sebanyak lebih dari
3 kali;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga
Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut
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- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup [agi merukunkan Penggugat dan
Tergugat kargna sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lehih baik bercerai

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpuian yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mchon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggigat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tglah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Panggugat tertanggal 26 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengaditan Agama Kota Tasikmalaya dengan Momor
2084/Req. K/2016/PA.TmK. tanggal 13 Desember 2016, termyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah puls
memernksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Panggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, cleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan member izin kepada Kuasa
Panggugat tersebut untuk beracarz dalam perkara aguo sebagal advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil segcara resmy
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat vang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat {1) Peraiuran Pemerintzh Nomor § Tahun
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1875, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa cleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat {(verstek);

Menimbang, tahwa sesua dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988, sebagaimana
tefah diubah dengan Undang-undang Momor 3 Tahun 2006 dan terakhir diuban
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada sefiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati  Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukin dan harmonis akan tetapt tidak berhasit,
oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat fiidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adaiah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Aging Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Mznimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayatl (1) HIR. yailu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugatl dapat dikabulkan sepanjang
bardasarkan nukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Menimbang, babhwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannys,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat .1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, pahwa bukli P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, ist bukti tersebut menjelaskan mengenal agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan kelentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan matetil, serta mampunyat kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volfedig en bindende hewijskracht);

Menimbang, bahwa bukii P.2 (Fotokepi Kutipan Akia Nikah) yang
merlpakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocck
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugatl
dan Tergugat sehagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
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1693 HIR bukt tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sera
mempunyai kekuatan pembukiian yang sempurna dan mengikat {vofledig en
bhindende bewifsicrachl);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintan Nomor 9§ Tahun 1875, Majelis Hakim perdu  mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau crang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya persefisihan dan perlengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimiang, bkahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Pengogugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemearintah Nomor 9 Tabun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Isiam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan / didengar langsung
sebanyak 3 kali

dan relevan dengan dafil yvang harus dibuktikan oleh Penggugat, olah
karena ftu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matenil
sebagaimana felah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiiiki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukli;

Menimbang, babhwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum islam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenubhi syarat
formal sebagatimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Panggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat adalah fakta yang sering diihat dan / didengar langsung
sebanyak lebih dan 3 kali

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Panggugat, oleh
karena ity keferangan saksi tersebut tefah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagat alat bukt;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena it

keterangan dua arang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Penggugat, terbukti fakta kejadian sabagai benkut:

1.

Bahwa Penggugat dan Terguga! beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Taszikmalaya,
Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tahun 2008 di Kecamatan Cihideung kota Tasikmalaya;
Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
namun belum dikaruniai keturunan |
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sefak tahun 2014
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengikar,
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disghabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempuntai
pekerjaan vyang tetap, Tergugat kurang memberi nafkah  kepada
Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerimaz dengan keadaan
tersebut;
Bahwa akibat perselisihan dan pertenghkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 2 tahun yang lalu dan
selama itu pula keduanysz Ldak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
tayaknya suami isteri;
Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan fetapi tidak berbasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun datam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakia hukum sebagai benkut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama tslam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tastkmalaya;

2. Bahwa Fenggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah,

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4.  Bahwa sudah ada upaya yang maksimal uniuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetzpi tidak berhasi;

5. Bahwa, rumah fangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marrage
breakdown sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah fidak ada harapan untuk dipertahankan [agi (onfieel baar
hweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu parbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Isiam dan Penggugat
bertermpat tinggal di wiiayah yuridiksi Pengadilan Agama  Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan keteniuan pasal 49 ayat (1) dan (2). ¢
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nemor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
{11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomar 9 Tahun 1975, jo. Pasat 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini men:pakan kempetensi relatf Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2.  Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomaor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hzk dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standl in judicio), dan perkara ini
menjadi kempetenst absolut Pengadiian Agama,
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3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lgna juz Il halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

muﬁbmi@bélh%_gj%ﬂﬁa@J?S aidl 1319

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatubkan talak (suami) nya dengan talak
satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalf), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan ai Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menclak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

raall la o adka suldall ¢ s

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikar®

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
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Pasal 116 huruf {f) Kempilasi Hukum islam, sehingga gugatan Penggugat
paluf untuk dikabulkan;

% Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum {onrechimatige daad), maka sesuai Pasal 125 {1)
HIR gugatan Pengguigat dapat dikabulkan dengan verstek,

Menimbang, babwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telzh
bergall sebagaimana layaknya suami isteri (ha'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerat, oleh karena ity talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatubkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat {2}, huruf c, Kompilasi Hukum islam, majelis akan mengabulkan gugatan
Panggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan ister tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang barny;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana ielah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nemor 50 Tahun
2008 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diparintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungitan;

Menimbang, bahwa karena perkara a Quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomar 7 Tahun 1989
sebagaimana tefah divbah dengan Undang-Undang Momor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tabun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimputan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum galam amar putusan i
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum lslam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan tfalak satu ba'in sughro Tergugat _
_ terhadap Penggugat _

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

untuk mengirimkan salinan putusan inf yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cihideung kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar
yang tersedia untuk itu |

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 306000, - (tiga ratus enam ribu rupiahj;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1438 Hifriyah, oleh kami Fakhrurazi, S.Ag.,
M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S5.HL.. dan Lia Yuliasih, 5.Ag.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada harn itu juga, cleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj.
Enok Sofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa hadirmya Tergugat;

Hakim Anggota Kefua Majelis
22 % .‘ “. e ’;,%j | P
Ahmad Rifai, S.HI.. " Pakhrurazi, S.Ag., M.H..
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Hakim Anggota

Fanitera Pengganti

Dra. Hj. Enok Sofa, S5H.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Proses : Rp. AD.000, -
3. Panggilan : Rp. 225000.-
4. Redakesi : Ro. 5.000. -
5. materal ! Bp. 6.000,-
Jumiah Rp.  206.000, -

{tiga ratus enam ribu rupiahy}

Pamberitahisan isi -
Putusan Tanggal @ ... ﬂi’ ..... f_.-gpl'? ................... '

Putusan Berkekuatan G-l ~for
Hukurn Tetap Tanggal @ ?’ ..." 3'7
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